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ABSTRAK
Nama : Restu Arifin
NIM/NIMKO : 161011108/8581416108
Judul Skripsi : Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1
Tahun 1974 dan Fikih Munakahat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan jangka waktu masa idah menurut perundang undangan di
Indonesia yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. Permasalahan
yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana jangka
waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat.
Kedua, apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa
idah antara UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. Ketiga, bagaimana
cara mengimplementasikan dari peredaap perhitungan masa idah antara
UU. No. 1 Tahun 1974 dan¥ikih Munakahat.

Untuk mendapatkan/jawaban “dafi-permasalahan di atas, penulis
menggunakan jenis ‘penelitian library research (penelitian kepustakaan)
dengan menggunakan pendekatan kualitatif ‘day* yaridis normatif. Penulis
memperoleh data-dari-buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data dari
internet yang dapat-dipercaya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalal™ terdapat perbedaan
perhitungan awal masa idah pada perc¢eraian antara fikih munakahat dan
UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih.munakahat awal masa idah dimulai sejak
ucapan talak dari suami. SedangkampadaU. NO. 1 Tahun 1974 awal masa
idah dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Ini berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi
terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.
Hal ini memungkinkan akhir masa idah ferpaut sangat jauh, yang dapat
mempengaruhi beberapa hal.” maka ketemtuan yang berlaku di Indonesia
bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan
Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974
telah sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian setelah kita mengetahui
kesesuaian antara UU, NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih
munakahat dalam_masalahfidah, maka Kkita diperintahkan untuk mengikuti
prosedur‘yang diarahkan oleh Pemerintahtkita:"Karena‘tidaklah Pemerintah
mengatur sedemikian Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersam

xii
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik laki-laki
maupun perempuan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan
perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk
yang memiliki kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam

suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari
—y

Co 1.
& g‘kﬁ]igus merupakan kelangsungan
~_
~p
‘<Cn 2
<

\f)ernikahan dalam literatur X ﬁisebut dengan dua kata,
hubungq@amin, dan juga berarti
akad.! Kedua kata ini yang"férpakaidala ehidupan sghari hari orang Arab dan
banyak terdapat dalam Alqu saw. Perkawinan atau pernikahan
ialah ikatan lahir batin antar: i gan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membent h tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.? Firman Allah swt. Q.S. ar-Rum/30: 21.
S BAMATCKSSAR -
Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

! Artinya: Nikah/Kawin. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia Terlengkap. (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 1461.
2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir.?

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang
diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya
agar suami istri mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati
curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka
tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami
dan istri adalah ikatan yang paling suci dan pahng kokoh. Disebutkan dalam Q.S.
al-Nisa/4: 21

Meskipun ikatan ini b ikatan ini dapat putus. Dalam fikih

dan peraturan di Indonesia putus karena 2 (dua) hal yaitu
kematian dan perceraian. D Tahun 1974 pasal 41 disebutkan
apabila hubungan perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib:

Memberikan mut’ah’ yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang

S“T IBA MAKASSAR

3 Kementerian Agama R, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Publishing,
2011), h. 406.

4 Kementerian Agama R, 4lquran dan Terjemahnya, h. 81.

5 Artinya: Kenikmatan,Kesenangan (Sesuatu yang diberikan kepada isteri yang
diceraikan). Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
h. 1307.



2. Memberi nafkah®, maskawin, dan kiswah’ terhadap bekas istri selama
dalam masa idah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan dalam
keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separuh apabila
qgabla al dukhul 3

4. Memberikan biaya Hadanah’® untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.

Salah satu yang serln dllupakan ketika seorang pria ingin menikahi
¢ 29

< . .
seorang wanita yang b nggung jawabnya sebagai seorang
-~
istri dari pria lain y 3 h?ﬂ@,rmakna perhitungan atau

dengan suaminya, baik ce eral mati, dengan tujuan untuk

bahwa tujuan idah adalah memastikan kesucian dari rahim wanita dan

“SFIBANARASSAR =

¢ Artinya: Biaya, Belanja, Pengeluaran Uang. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus
al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1449.

7 Artinya: Pakaian, Baju. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia Terlengkap, h. 1210.

8 Artinya: Perceraian qobla al dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi
proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut
berhubungan badan sebagai suami istri.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php? (17 Desember 2019)

 Artinya: Mengasuh, Merawat, Pengasuhan Anak-anak. Lihat Ahmad Warson
Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 274..

10 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beirtt: Darul Kitab al-‘Arabiy, 1987),
h. 289-290



http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php

dilarang untuk dinikahkan. Jika dilihat dari tujuannya idah merupakan sesuatu
perintah yang sangat penting, karena menyangkut tentang sahnya rujuk, sahnya
nikah istri dengan suaminya yang baru dan lebih penting lagi tentang penentuan
nasab anak.

Terdapat perbedaan perhitungan awal masa idah pada perceraian antara
fikih munakahat'' dan UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih munakahat awal masa
idah dimulai sejak ucapan talak dari suami. Sedangkan pada UU. NO. 1 Tahun
1974 awal masa idah dihitung sejak perc%an itu dinyatakan di depan sidang

Cls o L
ahun, 1974 pasal 18 “Perceraian ini

pengadilan. Ini berdasar

i TSI R |
terjadi terhitung pad: %\?9 erceraian itu dinyatakam di depan sidang pengadilan”.
&~ 2 ¥
0 )

.

1
Hal ini memungki akhir masa 1idah terpau\ %gat jauh, yang dapat

mempengaruhi be% . <S
1. Akhir masa idah si perempuan )
2. Nafkah si perempuan
3. Seseorang yang ingin ikahi si pe puan tersebut.

Dilihat dari perbedaa perhitungan awal masa idah antara

fikih munakahat dan UU. NO. 1 Tahun 1974 maka disini penulis merasa penilitian
“STIBA"MAKASSAR ™
MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT” penting

untuk diteliti.

11 Berasal dari kata (Obyek) al-Nikah yaitu Kawin. Ahmad Warson Munawwir, Kamus
al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1461.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka pokok permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana jangka waktu masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun
1974 dan fikih munakahat?
2. Apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu
masa idah antara UU. NO 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat?

3. Bagaimana implementasi dari perbedaan perhitungan masa idah

dengan Judul

maka penulis akan jelaskan Beb

1. Menurut bahasa, kata kata 3=l (bilangan/ hitungan),'?

seorang wanita yang enjumlah hari dari masa haid atau
masa suci.'® Idah ada gu bagi isteri yang perkawinannya

putus dengan suami. Pada masa idah ini perempuan belum boleh

mlm\I an ern han ke bl‘ S Slal
. ian jangka waktu masa 1dah adalah ukuran panjang ;an pendek

waktu masa idah dari hari pertama dihitungnya idah sampai hari terakhir.

12 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 903.

13 Ibn Mangzir, Lisanu al ‘Arab, Jilid III (Beiriit: Dar Sader Publisher), h. 282.



3. Pengertian menurut keabsahan talak adalah bahwasanya idah yang dibahas
pada penelitian ini adalah idah bagi wanita yang putus perkawinannya

karena perceraian.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian
a. Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid. Karya Abi 1-
Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusdi al-Qurtuby yang dikenal
dengan Ibnu Rus\‘ i,, (W 595, H). Kitab Bidayah al-Mujtahid wa

CCs o
by adalah: b \}éng lebih  menekankan pada

-~
~p
kaidah- lg[ld?a Ifikih dan usul fikih f%ékat pada gaya berlogika
—oy N

tanpa dfikan landasan tekstualnya, yaitu’ pembahasan mengenai

perkat%ﬁ a ulamaltenang 1!adah mua@h dan jinayah dilandasi
N —————

dalil aqli dan de istinbath hukum. Ibnu Rusdi
banyak memper t mazhab-mazhab yang banyak
orang menjadik: sebagai kan dalam pengambilan hukum,

karena di kitab i u Rusdi at perbedaan pendapat dikalangan

para ulama, terutama dibidang masa idah.

STHBA MATASS R
Kitab fikih al-Sunah karya syekh Sayyid Sabiq ini merupakan rujukan
berbagai masalah fikih yang berlandaskan Alquran, sunah, dan ijmak
ulama, dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail,
namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Kitab ini terdiri

dari lima jilid, adapun jilid yang ketiga berisikan berbagai hal seputar



pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami-istri,
nafkah, akad nikah, walimah dan sebagainya)

c. Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan. Karya
Maria Ulfah Sudabyo, buku ini menjelaskan dengan detail bagaimana
proses perjuangan untuk mencapai undang-undang perkawinan di
Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan,
masuk didalamnya pula UU. NO. 1 Tahun 1974 yang membahas

tentang perkawinan, putusnya Eg;kawinan serta jangka waktu masa

\
\ cCs
idah. N —g
ey X
d. Sejarah ﬁ[é . I Tahun 1974 Tent Pgﬁkawinan dan Pembukuan

P

r-dalam Perspektif Peremp\ ﬁ(arya Indriaswari Dyah

2
. Buku Ini membahas sejar@as, serta prinsip dalam
A Y A3\
2

UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih mendalam dan

fokus, sehingga y nakan untuk memperdalam dan
mengenal metod 1dah menurut UU. NO. 1 Tahun

1974.

e. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Karya Abdurrahman. Buku
STIBA"MAKASSAR" "
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di Indonesia dalam satu buku

yang lengkap dengan undang-undang serta pasal-pasalnya. Sehingga

buku ini menjadi buku yang wajib dimiliki oleh para pelajar atau

seseorang yang berkutat di dunia hukum.



2. Penelitian Terdahulu

Telaah  penelitian terdahulu  dibutuhkan untuk memperjelas,

menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan

penulis lain dalam pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian

terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah hasil kesimpulan oleh penulis dengan

peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa.

Beberapa tulisan yang membahas mengenai jangka waktu masa idah

diantaranya:

a.

¢ Z
.Judp.l skripsi “Tanggal Menjadi

v 9
Eko Mardiono, 'k ion, de
% \-\v <

Yy v S .
Janda” (Pe ini dilakukan dengan g&nahsls bentuk dan format
~2 ¢
N

merujuk kembali kepada Py %ﬂ perundang-undangan

{Pada keshpulan jlterangkavq wa idah dihitung sejak

dul skripsi “Penentun Awal Masa

Idah dalam Akta Ce dilakukan dengan studi komparatif

KUA Sumowono dz yang mengumpulkan data dengan

wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menujukan

STIBAMAKASSAR™

dimulai saat suami mengeluarkan kata-kata talak, yang artinya belum
sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan
KUA kecamatan Tuntang sudah sesuai dengan peraturan di Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dimana masa idah dimulai setelah penetapan

perceraian yang mempunyai hukum tetap.



c. Ita Nurul Asna, dengan judul skripsi “Pelanggaran Masa Idah Di
Masyarakat (Penelitian ini dilakaukan dengan menganalisis pelanggaran-
pelanggaran masa idah pada masyarakat Dusun Gilang, dengan
mewawancarai 9 perempuan yang pernah mengajukan cerai gugat.
Mereka belum menyelesaikan masa idah sudah melaksanakan
perkawinan dengan laki-laki lain. Penulis menyebutkan bahwasanya
faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah disebabkan kurangnya

pengetahuan tentang hukum Islam ‘%n hukum positif serta tokoh agama
\
¢ Cs

. C

ing masyarakat.)

. X/;g‘fK I . cC " .2 . .
Tulisan dizatas ' menjelaskan tentang m wnentuan masa idah dari
N

-
)

berbagai tinjayarn. JAdapun penulisan yang saya

A
beberapa pe}sQﬁg di atL_k dalam *

menyebutkan beberapa

mazhab yang berkaitan dengan

pembahasan idah secara m terkhu ah cerai.

E. Metodologi Peneliti

1. Jenis Penelitia
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif
S T ButoMdoh &R peciin
yang mengambil sumber data dari buku-buku dan perpustakaan
(library research)
Secara definitif, /ibrary research adalah penelitian yang dilakukan
di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam

literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.
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Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu
tema yang akan dipaparkan.'*
2. Metode Pendekatan
a. Yuridis dan Normatif. Yuridis adalah berupaya mengkaji
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji
masalah yang dltehtl berdasarkan norma-norma yang
terk qu\ alam s Tluﬂmm 5 Hukum yang dimaksud
/ hal ini adalah hu -t\Ta,,m yang bersumber dari

\quran dan hadis serta kalda m Islam yang relevan
)
A «an sesuai dengan masalah terse
N\ — <

dengan membandingkan peraturan

engadilan di suatu negara dengan
a lain (dapat 1 negara atau lebih),
namun haruslah mengenai hal yang sama.
STIBDA"MAKASSAR
Pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis
penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library

research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang

14 Masyuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Refika Aditama, 2008),
h. 50. Diakses pada tanggal 10 november 2019

15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (t. Cet.; Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), hal. 52.
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dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui
penelusuran terhadap buku-buku lieratur, baik yang bersifat primer
ataupun yang bersifat sekunder.'®
a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan literatur yang dikarang oleh
ulama dan penulis buku dalam masa idah. Diantara sumber
data primer adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Muq 'tasid karanganll%g Rusyd al-Qutubi, Fikih al-Sunah

!
\ .
@wid Sabigy Séjarah UU. NO. 1 Tahun 1974
S

/ﬂ}? ng Perkawinan dan
3

2
) rspekif Perempuan Indriaswari  Dyah
)

N\
2
{3 @ptaningrtm, Kojzpilasi H@ Islam di Indonesia
e <

antara lain mencakup dokumen-

ku hasil penelitian yang berwujud

laporan dan sebagainya.

STIBA"MAKASSAR

Analisis data merupakan wupaya untuk menata dan
mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian

dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.!”

16 Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), h. 129.
17 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian, (Y ogyakarta: Rekesarasin, 1989), hal. 183.
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Dalam menganalisis data, penyusunan menggunakan metode
kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang fokus pada
pengamatan fenomena mendalam. Oleh karenanya, penggunaan
metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas

suatu fenomena yang komprehensif.'®

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

elitian adal

Adapun tujuan sebagai berikut:

< \
a. Untuk menge/t ulj

c

1974 dal}j} unakahat.

\h
b. Untuk &\ hami dampak perbedaan ja

2
Uu N%P hun 197<| dan fiki munakahﬁ

c. Agar kita bisa me tersebut.

aktu masa idah antara

Adapun ulis harapkan dari penelitian ini,
diantaranya adal

a. Secara Teoritis
STIBA MATEASS AR v
dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi

Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

khususnya dalam masalah idah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

18 Kemenkeu, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Official Website Kemenkeu,
http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.-html
(9 Desember 2019).
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memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai jangka

waktu masa idah.

b. Secara Praktis

1) Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan ilmu
hukum islam pada khususnya, terutama terhadap masalah

berkaitan dengan idah.

)
¢ .z.’ < . .
an kepada para pihak yang terkait

STIBA MAKASSAR



G. KERANGKA ISI (OUTLINE)
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

w

Rumusan Masalah

Pengertian Judul

o o

Kajian Pustaka

=

Metodologi Penelitian

F. Tujuan dan Kegunaan

G. Kerangka Isi (ou :‘ \
AY I
H. Daftar Puigﬁk\‘ 7
S
3
W

~2

BAB II TINJAUANUMUM TENTANG IDAH
)

A. Penger‘tlar\)a> & L\’J . :\
\ 4

Dasar Hukum

w

Tujuan dan Hikmah I

Macam-Macam dan

o 0

o

Hal-Hal Yang Dilara

14

BAB III METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN

"STIBA MAKASSAR

A. Sejarah Undang-Undang No.1 Tahun 1974
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974

BAB IV ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH MENURUT UU. NO. 1

TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT
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A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat
B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974
C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Perhitungan Jangka Waktu
masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat
D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam Hal
Idah
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
\\
\
B. Implikasi Penel@g‘}&/
/f} ”
S8 (|
BN
— )N

o\

STIBA MAKASSAR



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH

A. Pengertian Idah
Secara etimologi idah diambil dari kata siady! 3 33

yang bermakna hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan
secara terminologi, idah mengandung arti masa menunggu bagi wanita

untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan
—

. ) . ~ . 3 .
mengetahui rahimnya atau be bagi suami.
&~ 2 ¥ <4

Abdul Azizilzzat Abdul Jalil Hasan
\ N\
y 2
Mushtho\g 1 Lughat Eu’ashir h, halamaﬁmenyusun definisi idah
\> - :

sbagai berikut:

—w

i 0 g ey

. 0%

STIBA MAKASSAR

Menurut syarak Idah adalah: “masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap
perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan

pengaruhnya”.

19 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beirtit: Darul Kitab al-*Arabiy,
1987), h. 289-290

16
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Pengertian secara terminologi (kajian fikih) idah dalam pandangan ulama
mazhab Syafii dan mazhab Maliki sebagai mana disebutkan di dalam
kitab Fath al-Mu’in Al- Zuhaili (Jilid 7, 1989: 625) dengan redaksi yang

singkat, padat, dan lugas :

S i) 30 & 8 L e B g8 B L EBA ) a5 a s
M \
\ CCs S es
Y >
/ \Jo Be/ L “()/‘ uLAgi)
~_
3 PN 3:' (('-l.
Artinya: et

dalah masa menunggu/m diri  oleh seorang
1 untuk ngﬂuhln kosongn gahlm yang bersangkutan

dari kondisi hamll

atau untuk menyatakan suasana
hatinya yang sedan i nggalnya suaminya.

Sementara i m, salah satu tokoh ulama dari
mazhab Hanafi, di yarh Fath al-Qodir Jilid 4 (1995:

275) menyusun definisi idah dengan redaksi

STIBA MAIASHA

Masa idah adalah masa singkat untuk menahan diri yang harus dilakukan
oleh seorang isteri (yang ditalak) ketika putusnya ikatan perkawinan

yang antara suami dan isteri tersebut sudah pernah terjadi hubungan
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badan. Definisi yang singkat ini sesungguhnya mengandung isi yang

padat dan mencakup berbagai dimensi.

Kedua definisi di atas memberi pemahaman bahwa idah adalah
masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan,
baik karena dicerai suami atau pun karena yang bersangkutan minta
diceraikan oleh suaminya atau oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan,

maupun karena ditinggal mati ol‘gw suami. Idah ada karena putusnya

e
adi hubungan badan antara suami

perkawinan den '&Q ’s

)
isteri itu. P ﬁé perkawinan, baik k a.\ggrai hidup maupun karena

&~ 2 P

) | AN

kematia suami, apapun penye b~
)

2
mengaki% n adanya itah. I . i\
e <
. _ 4

B. Dasar Hukum
Aturan idah dit

dan alasannya akan

uan yang bercerai dari suaminya,
tidak ditujukan bag 1. Perempuan yang dicerai suami
dalam bentuk apap hidup, sedang hamil atau tidak,

masih berhaid atau tidak, wajib menjalani idah. Seluruh imam mazhab
S FIBA"MARKASSAR

dan hadis Nabi saw.?

a. Dasar hukum dari Al-Qur’an.

1. Q.S. al-Bagarah/2: 228.

20 Abdullah bin Abdirrahman al-Bassam, Taudihul Ahkam bi Syarhi Bulughil Maram
jilid 5 (Cet. XIII; Mesir: Dar Alamiyyah 1987), hal. 561.



&

281 als U o of #8425 gl El il ”»mm '

o s & Gy ST B8 YT ol AL fag 55 0 ealsf
L AT G55 fede Jiaslly Syl fele w J;, L,M T3t
Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quri. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
beriman kepada Allah dan hari

rahl jika m
\‘“I% n suami-s aTniﬁ;/”a berhak merujukinya dalam
Anti itu, _]ﬂea

%

erkar (para suami) menghendaki
mlsunyal hak yang seimbang
Cara yang ma'riif.>> Akan
‘Satu tingkatan kelebihan
ha Perkasa lagi Maha

gan kewajibannya men
N . .
~stetapi para suami, mempu

551 09l (S 05 (s

q

Do

P

Terjemahnya:
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri - (hendaklah para isteri itu)

angguhka mpat n sepuluh
ST T A AN AR S i i
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat.?*

21 perbaikan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap, h. 789.

22 Cara Yang baik, Dikenal, Diketahui. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-
Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 921.

23 Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.

24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
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3. Q.S. al-Baqgarah/2: 235.

ae C(Smm) it g T el s 0 g ri“’f s Sl it Y3
- < _ 2 o4 a2 ] , @ 2t g e
V5 Dlgit Vs T0eaF of V) Bu EAAeE Y JQJ SRy (SST AT

58ET ¢ b ale @ O Talely Wa T L s 5 K07 Sk T
<

= 27

Ciads e AT 5
Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita
itu dengan  sindiran atau kamu menyembunyikan
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,
dal itu ja ga'm'ah kamu mengadakan janji kawin

dv ereka ara s.rahasia,  kecuali sekedar

apkan (kepac]'a \}e@ perkataan yang ma’ruf.
janganlah kamu zam (bertetap hati) untuk
‘rakad nikah, sebelum habi idahnya. Dan ketahuilah
bahwasanya Allah menget i~vapa yang ada dalam
9, hatimu; maka takutlah kepad@ﬁi< a, dan ketahuilah bahwa
h\
2

\ 3 QAllah Mala Pengajmpun lagi Penyantun.?

T Al s \;\/GJ\ PN

V) 2 Vs f24 “%Y
c

t Al (,.Ua Aas 4»\ ;yo- .L;.J R

| 158513 /
5

g4 As 5 e o
i\»\ QJ.L;- é).l./aj

j}ffﬂ:ﬁiﬁu

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka

endaklah4 kamu ik eka" pada tu mereka

ST A nd it Subdto b i
waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu.

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

25 Kementerian Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
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barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal
yang baru.?®

5. Q.S. al-Talaq/65: 2.

. R I P S S I o447 % 1 <%
JuE (53 Ipdealy ik EAR)G f yixs FhsSnal G3lat Galy 150
d

vy o o . . o 2 }’,G,//|&‘,5/;}
O T ol B s OF o3 % B K O AN Tpadhy Ko

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan b%i-lli‘ dan pe‘rgglksikanlah dengan dua orang saksi

/kamu dan hendaklah kamu tegakkan

lali. Pemikianlah diberi pengajaran
itu orang yangtberiman kepada Allah dan hari
\p],g,epada Allah niscaya Dia
eluar.?”

<

25 OV Eakat JUaNT EJgly T pnd

puan yang tidak haid lagi
ra perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah
mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

erempuag yang ti id. eremp erempuan
STIBAARKASSERE
melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya.?®

7. Q.S. al-Ahzab/33: 49

26 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
2727 K ementerian Agama RI, 4I-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
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L«éuﬁ,&;u\yuﬁ ;um wj,ur,&m i 5l G0
S el Bhitiis BARES Gylid sle o Bedde (S
Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya.”

b. Dasar hukum dari hadis Nabi saw.

1. Hadis yang disampaikan Aisyah ra. menurut riwayat Ibnu Majah.

Artmya B

saw menyuruh Bari urituk beridah selama tiga

-

PP

i haid.*
. '\)‘ N . .
2. Hadi disampaikan Umar ra.
)
\ 3 2. 34 PE

bagi perempuan yang kehilangan
mengetahui dimana suaminya
perempuan itu wajib menunggu
hendaklah ia beridah empat bulan

3. Hadis yang disampaikan Ummu Salamah ra.

S THBAMARASS AR -

: : °”°&CA$}\@ML}‘>6¢}L@& °//N°/
’;:-M@Lj\l;m,,u; NELI PO /Z)TCLQ’“LM»\jJL;;&;Z?
@;/(;\Jaéggjg;m&:a:smo;&?g@;x

o\

=

29 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.424

30 Abii Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
(Cet.I; Riyad: Darussalam, 1999). No. 2077, h.298.

31 Imam Malik bin Anas, al-Muwatta juz 1 (Cet. I1I; Beirait: Al-Resalah, 1998). No.
1650, h. 252.
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Artinya:

Dari Ummu Salamabh istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah
ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu
Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah
dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak boleh
menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling
panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia
mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!”3?

Diantara TuJ di_dalam konsep idah adalah

AR =
sebagai be SP G

1. Memb i K sempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk
2

kemb:ﬂtﬁ; jut ikataLQrkawlnan yang mnya terberai. Karena

terkadang rasa se

)’>

lian hari sehmgga masa idah

menjadi ajang me bercerai.

2. Terdapat nilai-nil = : pa ajaran agama yang bernuansa
ibadah (ta’abbua

3. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga

S B A MAKASS AR

suami.
Hal ini jika idah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.

4. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi

campuran

32 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,

Sahih al-Bukhari. no. 4906.
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sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan
nasab sang anak.

5. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan
terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan
penantian yang lama.

6. Untuk memastikan apakah wanita yang dicerai tersebut sedang hamil
atau tidak.

7. Masa idah disyari’atkan untuk m ‘/gnjaga hak janin berupa nafkah dan

¢ Cs
lainnya apabj \y\tB; ang diberaj sedang hamil®>.
%
> >
3 ‘Cn 2
D. Macarﬁ-lggam dan Perhitungan Id%;\m

~_
Ma \1 h diwajibkan pada semua.} ta yang berpisah dari

suaminy. \1@11 n sebab lalak Jluk faskh@l ditinggal mati, dengan

bungan suami istri dengannya.>*

syarat sang suami

Berarti, wanita yan ggal mati oleh suaminya sebelum

digauli, maka dia asa idah. Allah Azza wa Jalla

berfirman Q.S al ah

SR of 15 gl gl R0y 55 ;LJ.:.U‘L@_:/E
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak

33 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Al-Mulakhash al-Fighi, jild 2(Cet I; Mesir: Dar
Alamiyyah, 2015) hal. 419.
34 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan Al-Mulakhash al-Fighi, jild 2 hal. 420
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wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya.”>
Berdasarkan keterangan di atas masalah idah ini dapat dirinci sebagai
berikut:
1. Idah karena perceraian
a. Wanita yang masih haid.

Dalam keadaan ini idahnya adalah tiga kali menstruasi.

alam Q.S.al-Bagarah/2: 228

1. Allah berﬁnn\e‘lg

daklah menahan diri (menunggu)
tiga kali qu i reka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya
dalam masa menanti 1tu jika merel§ara suami) menghendaki

j ya me 1para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Kata qurt disini lebih tepat diartikan dengan haid,

bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadis Aisyah. r.a.

3 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.424
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
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Artinya:

dari ‘Aisyah ra. dia berkata: aku menyuruh Buroiroh untuk beridah
selama tiga kali haid. “Perhatikan! apa bila datang quri [haid] mu maka
jangan engkau solat dan apabila berlalu qurt [haid] mu maka bersucilah
[mandilah] kemudian solatlah diantara quri [haid] dengan qurii [haid]
berikutnya” [HR. al-Nasa'i].

Aisyah menceritakan, “Sesungguhnya Ummu Habibah tengah mengalami

pendarahan(istihadah/ daﬂaﬂ*p%&aklt)

untuk mening 78 kane shalat pada hari-hari
" 2,

~
quru ’nya(haidnyaj.él ‘\

1dak haldl sepert Tak kecﬂ aﬂﬁ belum menstruasi atau

perempuan dewas use. Masa idah bagi perempuan

a iaﬂlubertanya kepada Rasulullah saw

dan beliau men

~ V%:
w
~

seperti in1 adalah , Seperti dijelaskan Allah dalam

STTBAMAKASSAR. ..o s

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang
masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan.*®

¢. Wanita hamil

37 Muhammad Nashiruddin Al albani, Shahih Sunan Abu Daud jild 2 (Cet I ; Mesir:
Pustaka Azzam, 2011) no 252.
38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
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Masa idah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah

Swt berfirman Q.S. al-Talaq/65: 4.

Terjemahnya:

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadlka§ gmya kemudahan dalam urusannya.*

d. Wanita yan l{lstlhadaﬁ %

Wanita yaﬁg&gjar darah istthadah me

wanita h d?

\
maka waﬁbgb

sucinya. Apabila tel haid maka selesailah idahnya.*’

2. Idah karena kematian
Dalam kasus ini ada ang dapat terjadi, yaitu:

a. Perempuan yang diti nya itu tidak dalam keadaan hamil.

Masa idah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah

maupun belum. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

39 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
40 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Mausuatul Fighiyah al-Muyassarah jilid 5 hal.392
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¢t
Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri  (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap
diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang
kamu perbuat.*!

b) Perempu7m,\ inggal mati sua
<

3D !
Masa id_ﬁl)f‘ inya adalah sampai dia nid

Terjemahnya:

dan begit -perempuan yang tidak haid. Dan
perempua hamil, waktu idah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan

S I baginya kemudahan dalam urusangts
Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa idahnya sekali

3.Wanita yang melakukan gugat cerai (khuluk)

haid*, sebagaimana ditunjukan oleh beberapa hadis dibawah ini:

41 Kementerian Agama Rl, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
42 Kementerian Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
3 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Mausuatul Fighiyah al-Muyassarah jilid 5 hal.392
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Artinya:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat
cerai dari suaminya pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.**

Juga hadits yang berbunyi :

o sl L de w Jo e e calsn Gloke o ol o o2

a2 55 O &l §f o «le
Artinya:
Dari ar-Rubayyi’ bintu Mw awwidz bin
cerai di zaman Nabi §, 'SZ(‘crl ) ‘alaih
‘alaihi wa sallam nr annya untuk
&

>g' T

4 \3 “(

E. Hal-Hal Y'\\’ ilarang Bagi Wanita Saa }aldah
N\

1. Meni

3¢,
Allah berﬁﬁ d

ﬁg’ bahwa beliau mengajukan gugat
sallam lalu Rastlullah Shallallahu

gunggu idahnya satu kali haid.*
<p

.
T L LR

ow‘jﬁ Ja.'/" ‘gj

Terjemahnya:
“dan janga

44 Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 (Cet I ; Mesir:
Pustaka Azzam, 2011) no. 945

45 Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 no. 945.

46 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
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Artinya:
“Kami dilarang ihdad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga
hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai
wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian
ashab (pakaian yang ada benang sulaman berwarna)

Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk

menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar
jenazah.”"

3. Keluar ys

Allah b‘elfsﬁﬁan dalam Q.S. at-Thalaq/ ¢ ;\

da g
T PI
i 5&\ ) uﬁ u‘hﬁ"f;" Y
2 s 1
Terjemahnya :

Hai Nabi, enceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah ereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) 1dahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah
itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

zifka merek: 1j uatan keji

S T 1B NI S ke sy
dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru.*8

47 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah,
Sahih al-Bukhari. (Cet. V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) no. 302.

48 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
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Namun wanita yang sedang dalam masa idah tetap diperbolehkan keluar
untuk keperluan yang penting. Sebagaimana dalam riwayat Jabir bin

Abdillah

&Md\;ﬂﬁ;ﬂ?é:@d@;—\:&J@ﬂ&é:d@&d\gﬁﬁu@
G i 5T

Artinya:
Dari Jabir b lahvanhuma, dia berkata,”Bibiku
ditalak un beliau tetap keluar rumah
untuk rfd atkan kurma (naﬂ<ah)‘ igga beliau bertemu dengan
SEseor: ng kemudian melarangn g\zaka bibiku mendatangi

s.a.w. sambil bertanya ten al itu. Dan Rasululah

ata,”Silakan l r rumah [dart dapatkan nafkahmu,
bara él'\saja ka blsa bersedekah-'dan\mengerjakan kebaikan.
(HR. Musli ) =

4. Melamar secara

Dilarang untuk n secara terang terangan, namun
diperbolehkan itbah dengan menyindir. Namun
khitbah tetap dilaksanakan ketika masa idah telah selesai. Allah

berfirman Q.S. Al-Bagarah /2: 235

ST!B ,MAMUA 7y MA&; FUs Y

ol V) B FAded Y u-Q gt &
aT 5 Gl @1 31 ipalefy Ush o0 2ls s C&J‘ s
. C .

s 5530 AT Slipalely Digist

‘o

Terjemahnya:
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“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka
secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada
mereka) perkataan yang ma’ruf.

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad
nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya
Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah
kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyantun.”*

STIBA MAKASSAR

4 Kementerian Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.



BAB III
METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974

A. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu
kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan
Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam

kekuasaannya masing- mg\ da aba, 3 M, Kerajaan Samudra Pasai di
Aceh Utara menganut lam M -Syetﬁl 39 Kemudian pada abad ke

15 K

- e,
dan 16 M di paﬁ‘tél\ggara Jawa, terdapat Ker p\slam seperti Kerajaan
Demak,

/

\
dan Nganipel. Fungsi memeli ﬁ\agama ditugaskan

L\

paiapegawainyayang bertugas melayani kebutuhan

masyarakat dalam bidang
hukum keluarga/perkawina

Jepara, Tuban,

kepada penghuhkeﬁ

gala urusan yang termasuk dalam

di bagian timur Indonesia berdiri
pula kerajaan-kerajaan Isla rnate, Bima dan lain-lain.

Masyarakat Islam di wilay akan juga menganut hukum Islam

Mazhab Syafii.*?

2. Masa Penjajahan di Indonesia

pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan

0 Hamka, Sejarah Umat Islam jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang,1976) hal. 53

51 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta:Gema Insani Press,1996) hal. 70

52 Mawarti Djoned Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid 3, (Jakarta:Balai
Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984) hal. 197

33
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Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan
Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.>®> Kemudian membuat

kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon,
Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). ** Ketika pemerintahan VOC
berakhir,

politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap Hukum Islam.
Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928
di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun

Undang-Undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu
kekompakan dalam mengusir penjajah.>®

P

Pada permulaan tahun \1‘ emerintaban Hindia Belanda menyusun

rencana pendahuluan ’e‘r‘&t)at (onwerpordonnantie op de
=\
ingeschrevern huw i nya sebagai berikut:
pA

Perkawinan berda

diputuskan oleh% i, I I

Menurut rencana ran

but haﬁya
diperuntukkan bagi golong yang beragama Islam dan yang

beragama Hindu, Budha,
oleh organisasi Islam karen

cangan ordonansi tersebut ditolak
1gandung hal-hal yang

bertentangan dengan Huku
3. Masa Awal Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya

STIBA-MAKASSA R

Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat

53 Arso Sostroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta:Bulan Bintang,1975) hal. 11

> Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia,
1982, hal. 101

55 Maria Ulfah Sudabyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan,
(Jakarta:Yayasan Idayu,1981)hal. 9-10

%6 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,
(Jakarta:Ghalia Indonesia,1992) hal. 77
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beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan
Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai
Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU
No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah
perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban
suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang
bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya
apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan
yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustui %\Front W, ?-T;e:da}lam Parlemen, mendesak agar

[7 v. L
craturan pér n_dan menyusun rencana
-~y

i
1 Agama membentuk

Pemerintah meninjau
)

™~ .
Undang-Undang P¢ :ﬁ yinan. Maka akhirnya M

N
Panitia Penyeli ikan;,Peraturan Hukum Perkawi
lahirlah PeraturapPémerintah (PP) No: 19 tahun
pemberian tunja%an ensiun bagi istri kedua, keti

lak dan Rujuk. Maka
yang memungkinkan
seterusnya.’’

2
Kemudian pada akh surat keputusan Menteri Agama

No. B/2/4299 tertanggal 1 ( tuklan Panitia Penyelidik

Peraturan dan Hukum Perk: ujuk bagi umat Islam. Sementara
itu berbagai organisasi terus k kepada Pemerintah dan DPR
agar supaya secepat mungk penggarapan mengenai Rancangan

Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara

lai ekerja Sosial (1960), awar jahtera eluarga
(IS?HBA MA[{:AS(IS Keraian
(BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
(PERSAHI, 1963).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan

RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut

57 Indriaswari Dyah Saptaningrum, Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan,2000) hal. 53
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tidak berhasil. Setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang

Pokok-Pokok Perkawinan tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil
pemilihan

umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya

telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai
untuk umat Islam. Pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi

gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972
menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang
Perkawinan. Kemudian Badan Musyawaregl/VOrganisasi-Organisasi Wanita Islam
) \n 1972(salah satunya menghasilkan keputusan

% b
?rbgl‘l> RUU tentang Pokok

Indonesia pada tangga1/22

untuk mendesak pemeri
p }Q

€
Pokok Perkawinan- 3\ 'Islam dan RUU tentang -'tg%lan Pokok-Pokok

-
)

Perkawinan. Sel i\u \ya organisasi Mahasiswa yangakut ambil bagian dalam

awinan Umat Islam yaitu Hi Xunan Mahasiswa Islam
a tanggal 11 Februari 1973.%8

4. Masa Menjelang awinan

perjuangan RUUM]
(HMI) yang telah‘'me

Pada tahun 1973 Fra en menolak rancangan UU

Perkawinan yang berdasar UU Perkawinan khusus umat
Islam yang disusun pada ta ngan 1968 yang berfungsi sebagai
Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup

materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik

S B A MAIKA S S AR e

tahun 1973.
Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah
membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang

Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan

58 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ed. 1 cet. 1,
(Jakarta: Kencana,2006) hal. 4
% Delia Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali,1983) hal. 98
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Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun
1974 tanggal 2 Januari 1974.%
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya
disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan

Undang-Undang Perkawinan, secara kesuluruhan memiliki asas hukum
tersendiri

yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam
suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan

oleh pembuat hukum atau U g-Unda rsebut. Namun secara keseluruhan,
di bawah ini dikemukjlka ; hukum Undang-Undang Perkawinan menurut
C.S.T. Cansil °! )

i v\_}{f

1. Tujuan Perkawinan)
~2

dasarkan Ketuhanan Yang Esa.%? Untuk itu suami
nembantu| dan mtlengkapi . ){ masingmasing dapat
ibadian antu dani “mencapai kesejahteraan

2. Sahnya Perkawinan

istri perlu sali
mengembangkan \ ke
spiritual dan material.

Perkawinan dianggap sah k urut hukum masing

masing agama dan keperca utnya dicatat menurut
peraturan perundang-undang ata cara pencatatan
perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting
STIBAMAKASSAR
3. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang

€0 Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, hal. 21

61 C.S.T Cansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8,
(Jakarta:Balai Pustaka,1989) hal. 225-227

62 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1
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bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari
seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi
berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4.  Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri
harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak
dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah
umur. Di samping 1tu t Ca cf-l/—vperkawman berhubungan dengan

kependudukan. Menu awinanw=ei B@wgh umur bagi seorang wanita
akan mengaklbat iran meningkat&, <

I ‘Cn 2
5. Mempersuk dmya Perceraian <4
"\)
Berjalan linier ng tujuan perkawinan, maka ang-Undang Perkawinan
menganut asas empersukar terjadinya percefajan. Perceraian dibenarkan
karena alasan- al&sﬁ; ng dibenarkan oleh Undan ang serta dilakukan di

depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan

Hak dan kedudukan istri engan hak dan kedudukan suami

baik dalam kehidupan ru un dalam pergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian gala sesuatu dalam keluarga dapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

netapan Masa Idah Dal U. No. 1. Tahun 4
STIBAMAKASSAR.
ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena
kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi
perkawinan yang putus ketika si istri dalam kedaan hamil, masa idahnya sampai
melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1

Tahun 1974.

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai
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terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan
ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU.
No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.
Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam,
yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat
tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya
disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar
diadakan sidang untuk keperluan itu

Pengadilan yang bers
dan dalam waktu s

surat dan juga istrinya
berhubungan den 2

—v

tuk meminta penjela n -tentang segala sesuatu yang
ksud perceraian itu é\
N\

&\ Pasal 16

Pengadilan hany? utuskatl untuk Lengadaka ang pengadilan untuk

menyaksikan perceraian wangmdimaksudmdalam pasal 14 apabila memang
terdapat alasan-alasan se sud dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah ini, dan P apat bahwa antara suami-istri
yangbersangkutan tidak m kan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga

n lagi di

Pasal 17
Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang
TI E a t utat ketefangan tentang
se a Pegawal
Pencatat di tempat perceraian itu tte adi untuk diadakan pencatatan perceraian.
Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan
perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan
surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang

keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya.

83 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 47.
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Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah
perceraian tersebut.

Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk

dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan
memanggil si suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar
perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan
perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk

mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan

perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah

N

c. Salah satu pih>a m
lebih berat setelah perk

|-

d. Salah satu pihak m
membahayakan pihak v

e. Salah satu pihak me
dapat menjalankan kew

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

S LIBA.MAKAISNAR,....

istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup
rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak melaksanakan
sidang untuk penyaksian perceraian.

Dan setelah sidang penyaksian perceraian tersebut, Ketua
Pengadilan
untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.
Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak
dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang
terjadinya



41

perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan
sidang

pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18
“Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di
depan sidang pengadilan”.

Artinya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah
dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian
perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan
tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan
harus menjalani masa idahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan
oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

/‘?J}

STIBA MAKASSAR



BAB IV
ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK
MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat para imam madzhab sepakat bahwa talak
jatuh sejak diucapkannya kata-kata talak yang jelas disertai dengan niat
talak dimana hal ini menunjukkan awal perhitungan idah.®* Sebagaimana

yang disebutkan olg

\mam S dalam kitabnya: “Apabila istri
mengetahui s f tentang’ atl\vnrsuammya atau talak yang

dljatuhkan;l,egiahnya baik berdasarkancpu

ﬁ yang menunjukan saat

tau melalui cara apapun
Asebut maka istri mulai

melakukan idah s hkannya talak atau saat suami

meninggal.”%
Para ulama ju ketika suami mengucapkan kata
kata talak akan teta ak diingi padanya talak atau terjadi kesalah

pahaman diantara keduanya, maka perkataan suami tersebut tidak

S FBA-MAKASSAR

6 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid (Cet IV, Beiriit
Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1971) h. 496.

5 Muhammad bin Idris al-Syafi’l, Al-Umm Juz 6(Cet. III; al-Mansurah: Darul Wafa
2005) h. 548.

6 Sepakat padanya Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah, lihat Ibn Rusyd al-Qurtubi,
Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid h. 496

42



43

e 1 San g con g Gy g3 2
Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda :
sesungguhnya Allah swt.telah mengampuni pada diriku dan pada
diri umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan
padanya.’’

Hadis diatas menjelaskan bahwa kesalahan yang terdapat pada
umat Islam telah diampuni Allah swt. Pada hadis lain dikatakan bahwa

telah diampuni apa-a\l‘ ayyang dibisikan pada diri umat Islam selama ia

Artinya:

Dari Abu kata: Rasulullah saw. bersabda :

mengampuni untuk umatku dari
apa yang di 1iya yang belum ia kerjakan atau

Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya talak, apabila

S ERBA R ACA SRR

57 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Cet.
1; Riyad: Darussalam, 1999). No. 2043, h. 293.

68 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No.
2040, h. 291-292
6 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihdayah al-Mugtasid h. 497
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Malikiyah berpendapat bahwa talak tidak jatuh (tidak sah) kecuali
dengan dua syarat, yaitu kata-kata talak yang jelas dan adanya niat talak.

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw.

—

Artinya:

Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada
niatnya.”®

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh apabila dalam

pengucapannya diséi;&o%@ngan n zé?n;ntalak
/ ¢ * \\ P
Sya 5}@ 2 dan  Hanafiyah be nap apat bahwa talak tidak

.\,\x

v\ adanya niat selama ucap ﬁak itu jelas. Hal ini

membu

berdasar%ng

<
1da hadis Tabi saw.l (
&~

eI s I Bals 3

rius dan bercandanya sama-sama
ah (2) talak (3) rujuk.”!

Ulama juga berbeda pendapat tentang sahnya talak apabila suami

S LIBA.MAKASS AR,

Perbedaan ini berasal dari perbedaan para ulama memahami hadis Nabi

Saw.

70 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,
Sahih al-Bukhari (Cet V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) No. 1 h. 13.

1 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No.
2040, h. 291



45

Lo e 0 o 81 it e b Das oo 80 Gl 2 0 B
S d gy wawmw ‘awwwuw“” s
e d gl O $L;\o.,\xl\dllvwd\&dﬂa;uu),&5

Artinya:

Abdullah bin Umar ra. menceraikan istrinya ketika sedang haid
pada zaman Rasulullah saw., lalu Umar bin Khaththab r.a.
bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara itu. Beliau
bersabda “Perintahkan ia agar ia kembali padanya, kemudian
menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi.
Setelah itR 1 “\ia men k(i, ia boleh menahannya terus
menjadi/Nistrinya;, atau eraikannya sebelum bersetubuh
deng mya.)Tta adalah masa i \ﬁygpyang di perintahkan oleh

Allal lUntuk menceraikan istricg® -
N
Jumhur N'\berpendapat bahwa suami 4 engucapkan kata talak
)

terhadap istriny\ya sedang haid dianggap sah. {Hal, ini didasari oleh sabda
&~

Nabi saw.”

s 1l 3
Artinya:

Perintahkan agar ia ali pada
Sabda Nabi saw. di atas menunjukan telah jatuhnya talak pada istri Abdullah bin
"STBAMARASSAR -

saat haid. Dan rujuk hanya ada apabila sebelumnya telah terjadi talak.”

2 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,
Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987

73 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid h. 488

74 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,
Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987

75 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid h. 488
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Adapun yang berpendapat bahwa talak tidak sah, mereka berdasar pada hadis

Rasulullah saw.

Artinya:

Setiap pekerjaan atau amalan yang tidak didasari atas perintah kami
maka dia tertolak.”®

Disebutkan bahwa talak Abdullah bin Umar ra. adalah talak yang dilarang
Rasulullah saw. sehingga dianggap tidak sah. Mereka juga menjelaskan

—y
perhitungan idah bagllwah\‘a§ rhaid x{néodizalak suaminya adalah dihitung
»

dengan quru atau rig'@a Vistri. Berbeda d \b‘éntuk-bentuk idah yang lain

I ‘Cn 2

anita dagi hai ’anal harl se; elum hari pertama haid
- N L

berikutnya. Masa suc h ada ifl masa suci dimana pada

masa itu tidak terjadi perga a sabda Nabi saw.

Artinya:

S LIBAMARASSAR. -

istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah
masa idahnya yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menceraikan
istri.”

76 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,
Sahih al-Bukhari. No. 2697, h. 492.

77 Tbn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugtasid h. 488

8 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah,
Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987
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Berdasarkan pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas maka idah
dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada
awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan
maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang
pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan
maka idah mulai dihitung pada masa suci berikutnya.”” Sedangkan bagi wanita
tidak berhaid yang ditalak, idahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-‘llglﬁq/65: 4.
\

A AT &35 fad 1 0T
i ol o

T N\
dan begitu (pula) perempuan Eempuan yang tidak haid.
\3 Dan  perémpuan-perempuan | yahg hamil, waktu idah
\ -~ mereka ah  sampaiz = mereka melahirkan

rang -siapa yang bertakwa kepada
menjadikan baginya kemudahan

Dari hasil paparan di ata enentuan awal masa idah menurut
fikih munakahat. Maka p i : pendapat imam Syafii sebagai
kesimpulan, yaitu apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian
STHBA: MAKASS AR
menunjunjukan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui
cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri

mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal.

7% Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid h. 489
80 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 558.
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B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun
1974

Berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini
terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang
pengadilan”. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar
persidangan dianggap tidak pernah ada. Sehingga menyebabkan idah
dihitung berdasarkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 disebutkan perceraian yang

ilakukan di depan persidangan. Ini

c,(

i \p\us sejak penetapan di depan
~p
sidang. Kgl,p}&ﬂ hukum Islam meny% tata cara menjatuhkan
talak di Tdongsia adalah sebagai berikut."!

RS

inya mengajukan permohonan ke

Pengadilan Agsg 1 Pengadilan Agama di tempat
tinggalnya, ya isi pemberitahuan bahwa 1a bermaksud
menceraikan ist an alasan alasannya serta meminta
kepada pengadilan agar diadakan sidanguntuk keperluan itu.
STHBACMAAKAS Skt o o
dalam waktu yang selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil
suami istri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan

secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak istri disebut

termohon. Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak,

8 Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.
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pengadilan harus selalu berusaha mendamaikan suami istri agar
perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam urusan perdamaian tersebut
Pengadilan dapat meminta bantuan kepada seseorang atau badan
penasehat, seperti BP4(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan,
dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasihat kepada suami
istri tersebut.

3. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak

tidak = mungkin la dldamal an dan telah cukup alasan maka
¢ 29

Pengadlla%y kan yang istrinya mengabulkan
permohl \?% mohon,
~ 2 Pl

-. 2,
N
izin kepada pemohon untuk ikrarkan talak terhadap

i muka :tdang’-ﬂan atas p@ ini penggugat berhak

ikrar talak.

C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Jangka Waktu Masa
Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih

STIBA MAKASSAR

1. Bagi sang mantan suami
Ulama Fikih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj’i (talak 1 dan

2) dan sedang menjlani masa idahnya masih berhak mendapat nafkah
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dari suaminya berupa tempat inggal, pakaian, makan dan kebutuhan
hidupnya yang lain. Baik saat ditalak itu ia sedang hamil atau tidak.®?

Maka sebenci apapun suami pada istrinya pada saat perceraian
itu terjadi, haram baginya mengusir istri yang sedang menjalani
masa idah dari rumahnya. Hal ini sebagaimana disebukan dalam

Q.S. at-Thalag/ 65: 1

;fﬁvwéy;»:é‘ﬁv
C

,«

V.wad&‘éj.b-.wdj

ike luar kecuali mereka
dng terang. Itulah hukum-
ia telah berbuat zalim

¢ngérjakan perbuatan keji
um Allah, maka sesunggu
tethadap dirinya sendiri.*’

2\
@ wanita Ixang ditalak bain- éo (talak 3) juga masih

berhak atas n

a saat ditalak oleh suaminya ia

sedang mengan
Maka sala ¢ ditimbulkan akibat perbedaan
jangka waktu UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih
Munakahat bagi mantan suami adalah bertambah lama waktu dia
STHBANAARASS AR som
bertambah lama masa idah istrinya itu, maka keduanya bisa lebih
memikirkan kembali dengan matang tentang keputusan besar yang

telah mereka buat. Sehingga jika diinginkan, maka suami dan istri

dapat rujuk kembali di masa idah itu.

82 Al-Mausu’ah al-fighiyyah al-kuwaitiyyah jilid 29 h. 353
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
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2. Bagi sang mantan istri
Dalam buku al-Ghayah wa al-Taqrib, Syekh Abu Syuja
mengemukakan bahwa perempuan yang beridah dari talak raj 7 (talak
yang bisa di rujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah.
Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal
tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Berikut adalah hak dan
kewajiban perempuan ketika sedang dalam masa idah. Yang dimana

hak dan kewajiban ini akall/ybertambah waktunya dikarenakan
(¢>

perbedaan tu ma h ‘menurut UU. No. 1 ahun 1974
=\ ~—\,
. N ~p
dan Flkllfh G -

1. an yang sedang beridah dar %( raj’1 berhak mendapat

%pa ' tinggal 1an ayjk na&ah,? aian, dan biaya hidup

lainnya dari_mantan_suami, Kecuali jika ia nusyuz (durhaka)

sebelum dic cah-tengah masa idahnya. Hal itu

berdasarkan at-Thalag/ 65: 1

£ Agallas LMJ\V.’;LLM&J\L@S\L,

P S .z @ o i P IR
STIBA MARASSAR >

Terjemahnya:
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka
dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah
waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

o 18 =
Q&5
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janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang 34

Maka perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No.
1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan bertambahnya
waktu untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya, sehingga
dia tidak bisa langsung lepas atau keluar bebas dari rumah mantan
suaminya.

2. Perempuan yang sedang beridah dari talak bain, baik karena
khuluk, talak tiga, aau karena fasakh, dan tidak dalam keadaan
hamil, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapat
nafkah kecua\ a ia dur ;lga-sebelum ditalaknya atau di tengah

maST@IﬂV . ~ )A\p

3. Pere Iﬁgizn yang sedang beridah“( Nlak bain dan keadaan
o\

juga berhak mendapat tempg‘{aggal dan nafkah saja.

rhak at i lainnya. Hahya saja terjadi perbedaan

pendapat, ap ur karena nusyuz atau tidak.

4. Perempuan jalani idah dari talak raj’i tidak
n laki-laki lain atau menerima

lamaran baru walaupun berupa sindiran. Sebagaimana dalam ayat

Allah dalam Q.S. al-Bagarah/2:235

STIBA MAI

Terjemahnya:
“dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad
nikah, sebelum habis idahnya “%°

1555 Y3

84 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
85 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.



53

Salah satu dampak dari perbedaan jangka waktu masa idah
menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat
menyebabkan bertambahnya waktu pula untuk mantan istri tidak
boleh langsung menikah dengan laki-laki lain walaupun sudah
banyak laki-laki lain yang mengantri untuk segera menikahinya.
5. Perempuan yang sedang menjalani idah karena ditinggal wafat
atau ditalak bain suaminya, tidak boleh menerima lamaran terang-

terangan, tetapi boleh metlg;ima lamaran berupa sindiran atau
\

amu meminang wanita-wanita itu
u menyembunyikan (keinginan
hatimu. Allah mengetahui bahwa
-nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka
secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada

STIBA"MAKASSAR

Salah satu dampak lain dari perbedaan jangka waktu masa idah
menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan

bertambahnya waktu pula untuk masa idah. Diamana laki-laki lain

8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
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selain mantan suaminya untuk tidak boleh melamar secara terang-

terangan (hanya boleh sindiran)

6. Maraknya nikah sirri
Diantara dampak lain akibat perbedaan masa idah ini pula yaitu
maraknya nikah sirri. Hal ini dikarenakan waktu menunggu yang
lebih lama yang diberikan pengadilan untuk bisa menikah lagi,
sehingga ada yang memilih untuk menikah secara sirri terlebih

dahulu baru nXi ketika‘gﬁengadilan membolehkan menikah

{ .\‘s‘ ¢ .2 >
mereka menik cara re "
*e
€ ¢
F

K
<
3 N 2,
D. Implemenﬁsg&. NO. 1 Tahun 1974 d%f&ih Munakahat dalam
s
\ — v

Hal Ida
entuka bahwa talak merupﬁ hak sepenuhnya yang
i 1 ikian “menurut pandangan fikih

Islan\
klasik, suami bole

-

3
berada cﬁtﬁ

k kepada istrinya kapan saja dan
dimana saja.
Terkait denga

cara m uhkan talak para ulama berbeda

pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak.

Jumhur fuka;(a berpendapat _bahwa talak dapat terjadi tanpa
S’I‘il aM—AL(AAS a k suami

sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa
menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada

kehadiran saksi. Disamping itu, menurut mereka tidak ada hadis dari
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Rasulullah saw. atau atsar®’ sahabat yang menunjukan diperlukannya
kesaksian dalam menjatuhkan talak.®
namun al-Thabrisi menyebutkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-

Talag/65: 2.

52 3 c e P X A o s P H - 3 < C “ t 2 el
0 & P9 J",'U‘ (/jcjj f&\i ot dgw f.i be VQJ ..... a8 OJ\.@..‘MM Wj
b2 U &4

Terjemahnya \
Apabila r > lah me t1€11)ghir iddahnya, maka rujukilah
mere aik atau lép ah mercka dengan baik dan
pers);s; ah dengan dua orang ksi,yang adil di antara kamu
dan herdaklah kamu tegakkan K sian itu karena Allah.
danlah diberi pengajaran den u orang yang beriman

Allah dan hari akhirat. B iapa bertakwa kepada
A H caya Dia akan me ngadakan ya jalan keluar.®

_
Al-Thabrisi menye ini memerintahkan menghadirkan

saksi untuk menjat . ada diriwayatkan dari Ahlul Bait

(Keluarga Rasulull empersaksikan talak hukumnya

Pendapat inilah yang diambil oleh Undang-undang atau ketentuan

STHBANMATRASSAR ~m

Perkawinan”®! Apabila kita perhatikan tuntunan Islam melanggengkan

ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam

87 Sunnah, Hadis, Bekas, Jejak. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir

Arab-Indonesia Terlengkap, h. 6.

8 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beiriit: Darul Kitab al-‘Arabiy,

1987), h. 230.

8 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2, h. 230.
%1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan Angka 4 huruf (¢)
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keadaan darurat, maka Undang-undang tentang “Mempersulit Putusnya
Perkawinan” sejalan dengan syariat Islam. Allah swt. berfirman dalam

Q.S. al-Nisa/4: 35.

34 do) T o Tl 3 LSss dal 3 L& 14T Lgsg B 2is )
i Lle O AT &) Txligas &

Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hak dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu aksud Td‘akan perbalkan niscaya Allah
membd

<
t dlatas dapat disimpulk ‘B\hwa sebenarnya agama

mengmglﬁai agj ikatan pﬁvman tersebut sedapat
-~

dalam hadis bahwa Nabi saw.

lal yang paling dibenci oleh Allah

swt.

-

,wm&p;m

STCIBfA«»MAKASS 1P e

5 06 06— T — i 2

/

id\.&jl £

Artinya:
Dari Ibnu Umar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:
Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah talak.”?

92 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.84.
9 Muhammad Nashirddin Al-albani, Shahih Sunan Abu Dawud jild II ( Cet; I: Jakarta,

Pustaka Azzam, 2015) no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid, dari
Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.
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Hadis ini menunjukan bahwa talak hanya boleh dijatuhkan dalam
keadaan darurat. Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka
sedapat mungkin sepasang suami istri itu mengambil jalan damai
tersebut.

Berdasarkan nas-nas di atas, maka ketentuan yang berlaku di
Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di

Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO.

I Tahun 1974 tel i dengan/remrtunan Is!
ahun 1974 te q@& enga gu'af,ungnks am.
L % . %
\u‘ﬁﬂebih mengambil pendapat
I ‘Cn 2
bahwasannya talak jatuhf a diucapkan oleh suami,

\ v

\
tidak Wa'\&\ nya saksi. Maka bisa di gabiﬁ@ﬁan antara 2 pendapat ini
ak

53 G .
yaitu deréal? ap_men asa idah s

yang meng"it)ﬁ

kata talak dari mantan

suami tetapi tetap | edur pemerintah secara perundang
undangan.
Kemudian set 1 ui kesesuaian antara UU. NO. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih munakahat dalam masalah
idah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti prosedur yang diarahkan
SI;IIeB kiMAJ&A&M&demikian

Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersama. Sebagaimana

disebutkan dalam Q.S. al-Nisa’/4: 59.
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Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.**

STIBA MAKASSAR

9 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.87.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusunan skripsi ini ditarik 3 kesimpulan sesuai dengan
rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 jangka waktu masa idah keabsahan
talak dihitung ketika talak diikrarkan di pengadilan. Menurut Fikih
Munakahat jangka waktu masa idah keabsahan talak dihitung sejak
suami mengatakan kata talak kapanpun dan di manapun walaupun

unakahat antara lain

antara

menam?fll;?\j : gka waktu masa 1dah s \epmpuan karena menurut
UU. N@j‘ hun 1974 terpaut lebih la eﬁ\ipada masa idah
men

dari

1.
i)‘qugdaan jangka waktu masa idah

ih Munakahat sehingga si petempuan lebih lama terbebas
yang dilIang dalam masa idg%‘agi pihak laki-laki atau

suami1y kan me ktu tangg gan nafkah si perempuan

ngeal, pakatan, makanan dll.

tu masa idah menurut UU. NO 1
ejalan dengan ketentuan agama
alam perceraian. Maka dianjurkan
o sudah ditentukan oleh

berupa tempat
3. Mengikuti pelak
Tahun 1974 Te
yang mengharus
kita mengikuti
Pemerintah.

STIBA MAKASSAR
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B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul” Jangka
Waktu Masa Idah Keabsahan Talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan
Fikih Munakahat” ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai
berikut:

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjadi tempat umat Islam
menyelesaikan perkara perdata Islam, diharapkan dapat menjaga dan
menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

2. Dalam mempersulit perceraian pihak Pengadilan Agama diharapkan
semaksimal mungkln\J m menjadivhakam (penengah) diantara
keduanya.

3. Dalam pene

menentuka j=a5n

ketentuan

4. Diluart

masa 1da asyarakat juga harus ikut m

kepada kb@ﬁ}t n- ketentLg.\[ elah di tet oleh pemerintah dan
Pengadilan Agamdkarenapastilaliradabanyak hikmah yang terkandung
didalamnya.

k.Agama (KUA) diharapkan
masa 1dah secara tel . A_gg tidak melanggar
k-hak orang yang bersang
S ¥1r1 KUA dan Pengadilan Agama dalam jangka waktu
hatikan dan taat

STIBA MAKASSAR
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